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PENDAPATAN ASLI DAERAH  BIDANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 

TAHUN 2022 NAIK RP 9 MILIAR 

 

 
Sumber gambar: https://accounting.binus.ac.id/  

 

 

BINJAI, Waspada.co.id – Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak dan retribusi 

daerah tahun 2022 di BPKPAD Kota Binjai mengalami kenaikan. “Kami gak tau kalau 

keseluruhan. Tapi kalau di sini (Bidang Pajak dan Retribusi Daerah) naik. Untuk total seluruh 

PAD datanya di bidang akutansi,” sebut Kasubbid Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah, 

BPKPAD Binjai, Roland H. Panjaitan, Rabu (18/1). 

Diketahui, tenaikan PAD di Bidang Pajak dan Retribusi Daerah mencapai Rp9 miliar 

lebih. “Tahun 2021 lalu, Pendapatan Asli Daerah pada Pajak dan Retribusi mencapai Rp55 

miliar lebih, sementara tahun 2022 Rp64 miliar lebih,” bebernya lagi. 

Sebelumnya, capaian seluruh PAD tahun 2021 sebesar Rp91 miliar dari target Rp236 

miliar. Hal ini sempat menuai kritik dari anggota dewan Adil Putra lantaran capaian PAD 

dianggap tak wajar. 

Di tahun 2022, target PAD masih sama dengan tahun 2021, sebesar Rp236 miliar. 

Sementara tahun 2023, target PAD sebesar Rp219 miliar.   

 

Sumber Berita: 

1. https://waspada.co.id/2023/01/pad - bidang - pajak – dan – retribusi – daerah - tahun-

2022-naik-rp9-miliar/, PAD Bidang Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2022 Naik Rp9 

Miliar, 18/01/23. 

2. https://bnews.id/pad-bidang-pajak-dan-retribusi-daerah-naik-rp-9-milyar/, PAD Bidang 

Pajak dan Retribusi Daerah Naik Rp.9 Milyar, 18/01/23. 

 

https://accounting.binus.ac.id/
https://waspada.co.id/2023/01/pad
https://bnews.id/pad-bidang-pajak-dan-retribusi-daerah-naik-rp-9-milyar/


Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara/Ermila Octhari 2 

 
 

 

Catatan: 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

Pasal 1 angka 1, 11 s.d. 13, 18 s.d. 20 

1. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah suatu 

sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan an:tara 

pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, 

akuntabel, dan selaras berdasarkan undang-undang. 

11.  Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan 

uang, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat 

dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. 

12.  Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah. 

13.  Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai 

kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. 

18.  Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain 

adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. 

19.  Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur 

dan peraturan bupati/wali kota. 

20.  Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah 

yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah 

yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Pasal 2 

Ruang lingkup Hubungan Keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintahan Daerah meliputi: 

a. Pemberian sumber Penerimaan Daerah berupa Pajak dan Retribusi; 

b. Pengelolaan TKD; 

c. Pengelolaan Belanja Daerah; 

d. Pemberian kewenangan untuk melakukan Pembiayaan Daerah; dan 

e. Pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional. 
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Pasal 4 

(1)  Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas: 

a. PKB; 

b. BBNKB; 

C. PAB; 

d. PBBKB; 

e. PAP; 

f. Pajak Rokok; dan 

g. Opsen Pajak MBLB. 

(2)  Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas: 

a. PBB-P2; 

b. BPHTB; 

c. PBJT; 

d. Pajak Reklame; 

e. PAT; 

f. Pajak MBLB; 

g. Pajak $arang Burung Walet; 

h. Opsen PKB; dan 

i. Opsen BBNKB. 

(3)  Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21) dipungut oleh Daerah yang 

setingkat dengan Daerah provinsi yang tidak terbagi dalam Daerah kabupaten/kota 

otonom. 

 

Pasal 5 

(1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan 

huruf e serta Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i merupakan 

jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah. 

(2)  Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, huruf f, dan huruf g 

serta Pasal 4 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g merupakan jenis 

Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak. 

(3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat 

pemberitahuan pajak terutang. 
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(4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah 

(5)  Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada 

Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 6 

(1)  Pemerintah Daerah dilarang memungut Pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2). 

(2)  Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat(1) dan ayat (2) dapat tidak 

dipungut, dalam hal: 

a. Potensinya kurang memadai; dan/atau 

b. Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan untuk tidak memungut. 

(3)  Jenis Pajak yang tidak dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam 

Perda mengenai Pajak dan Retribusi. 

 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah 

Pasal 30 

Pendapatan Daerah terdiri atas:  

a. Pendapatan asli daerah;  

b. Pendapatan transfer; dan  

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah 

 

Pasal 31 ayat (1) dan (2) 

(1)  Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:  

a. Pajak daerah;  

b. Retribusi daerah;  

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan  

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.  

(2)  Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a dan huruf b meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. 

 


